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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

(STUDI DI POLRES WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA 

BARAT) 

 

 

JEPRIANUS KABUNGGUL 

 

 

DR. RINA ROHAYU     FAHRURROZI 

 

 

 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam 

lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya. 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT atau dikenal dengan 

nama Undang-Undang PKDRT ini melarang tindakkan kekerasan dalam 

rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, sesual atau penelantaran 

dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. 

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk-

bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan 

dalam rumah tangga di Waikabubak Sumba Barat, apa saja kendala-kendala 

penegak hukum terkait perlindungan korban kekerasan dalam perempuan 

dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif dang empiris. Penelitian hukum normatif adalah adalah 

metode penulisan studi di kepustakan (Cibrary Research) yang mana cara 

yang dipergukan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan 

perUndang-Undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat 

hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan 

melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan 

hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui Undang-Undang yang 

dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga 

perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan 

banyak hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara 

terbuka dan rumah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan 

diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-

haknya tidak dihormati. Peranan organisasi perempuan dalam melaksakan 

inisiatif penganan perempuan korban mendorong pemerintah untuk bersikap 

aktif dalam memberikan dungan bagi penyedian layanan bagi perempuan 

korban. 

  

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Isu HAM (Hak Asasi Manusia) ialah isu utama yang dibicarakan 

oleh negara-negara di dunia. Dari berbagai bentuk isu yang banyak 

dibincangkan tersebut, hal paling sering disorot di banyak negara di 

dunia ialah kekerasan terhadap perempuan.1 

Kekerasan terhadap perempuan ialah salah satu bentuk perilaku 

yang melanggar sendi-sendi kehidupan individu selaku manusia yang 

memiliki hak-haknya secara pribadi untuk dilindungi negaranya. Oleh 

karena itu, kekerasan terhadap perempuan ialah pelanggaran hak asasi 

manusia dan Indonesia membutuhkan instrumen hukum nasional 

untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. 

Hukum pidana sebagai salah satu perangkat hukum suatu negara 

ialah hasil pemikiran manusia yang eksitensinya memiliki fungsi 

untuk melindungi korban dari berbagai bentuk kejahatan. 

Pemberlakuan hukum disini ialah sebagai alat untuk melindungi hak-

hak individu dan masyarakat. Hukum-hukum ini sangat relevan dan 

terpaut penting dengan program-program yang telah ada, khususnya 

dalam kaitannya dengan uapaya-upaya untuk melindungi perempuan 

dari kekerasan yang bisa mengancam mereka, baik di dalam maupun 

di luar lingkungan keluarganya. 

 
1Muladi, Hak Asa Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif 

Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama Bandung, 2005, hlm 32. 
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Pada hakikatnya, para perempuan ialah individu-individu yang 

unik pada karakteristik maupun fungsinya dalam eksistensinya dalam 

hubungan sosial di masyarakat dan kehidupan pribadinya. Misi ganda 

yang diperankan oleh kaum perempuan dalam kehidupan sosial 

terlihat nyata seperti; Misi pertama (1) misi sebagai pelanjut 

keturunan yang tak tergantikan bagi para pria. Para pria membutuhkan 

perempuan untuk menjadi pasangan dalam proses melanjutkan 

keturunan dan melanjutkan keturunan. Misi kedua (2) Fungsi sebagai 

seorang Ibu, ialah salah satu alasan mendasar mengapa perempuan 

membutuhkan perhatian khusus untuk dilindungi dan selalu dihormati 

hak-haknya. Inilah sebabnya mengapa semua kejahatan yang 

berkaitan dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk kejahatan 

kekerasan dalam rumah tangga, harus tunduk pada pengawasan 

hukum pidana. Bahkan, sampai saat ini, kita masih tak jarang melihat 

keberadaan status para perempuan di dalam kehidupan sosialnya 

masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. seringkali kita dengar 

dan jumpai dimana terjadi seorang perempuan meninggal akibat 

kekerasan fisik dan psikis, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. 

Pandangan ini berarti bahwa selama ini perempuan masih dalam 

posisi menganalisasi. Tak jarang kita jumpai keberadaan para 

perempuan dianggap hanya sebagai pemuas nafsu (seksual) saja, 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi kesetaraan yang dimilikinya yang 

sejajar dengan para pria.2  

 
2Aroma Elmina Martha, Perempuan , Kekerasan Dan Hukum, Penerbit Ull Press, 

Yogjakarta, 2003. hlm. 23. 
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Masalah kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, 

ialah bagian dari realitas sosial dan juga bukanlah sebuah hal baru, 

dan juga prinsip-prinsipnya dianggap sama meskipun berbeda tempat 

dan juga waktu. Persamaan ini bisa dilihat dari banyaknya fenomena 

di masyarakat yang menggambarkan meningkatnya angka 

kriminalitas, yang dari waktu ke waktu juga berdampak pada 

kejahatan KDRT terhadap para perempuan di dalam sebuah keluarga 

yang seharusnya menjadi pelindungnya.3 

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

perempuan Indonesia ialah masalah bagi banyak perempuan pada 

umumnya. Kekerasan dalam rumah tangga seperti piramida dengan 

bagian atas yang kecil, sementara bagian bawah nya berukuran besar 

karena sangat sulit untuk menentukan angkanya. Apalagi jika 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan terjadi dalam 

keluarga, karena masalah tersebut masih dianggap lumrah saja dan 

juga masih dianggap sebagai masalah keluarga yang harus ditangani 

sebagai urusan masing-masing keluarga saja. Hal ini menunjukkan 

bahwa masih banyak korban KDRT terhadap perempuan yang tutup 

mulut dan menyembunyikannya dari jangkauan hukum atau halayak 

umum.4 

Berbagai perangkat hukum nasional memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban KDRT dari tindak kekerasan, khususnya 

tindak kekerasan. Substansi hukum yang berkaitan dengan kekerasan 

 
3Muladi, Op., Cit, 2005, hlm. 40. 
4Aroma Elmina Martha, Perempuan, Kekerasan, dan Hukum, Penerbit Ull Press, 

Yogjakarta. 2003. hlm. 25. 
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dalam rumah tangga terhadap perempuan bisa ditemukan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP terdapat 

beberapa pasal yang berhubungan langsung dan juga bisa dicirikan 

sebagai kekerasan fisik terhadap perempuan, yakni Pasal 351 sampai 

dengan 356 KUHP. Jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur 

kejahatan dalam pasal ini, maka pelakunya bisa digolongkan 

melakukan perbuatan KDRT yang bersifat umum. Selain perlindungan 

hukum terhadap perempuan korban KDRT menurut KUHP, Pasal 6 

dan Pasal 16 juga mengatur bagi perempuan korban kekerasan fisik, 

dan Pasal 44 mengakui sanksi pidana dalam UU Penghapusan KDRT 

(selanjutnya disingkat UU PKDRT). 

UU KDRT menyatakan bahwa keluarga bahagia, tentram, aman, 

serasi, dan juga harmonis ialah dambaan setiap orang dalam keluarga. 

Jika kualitas dan juga pengendalian diri tidak terkendali, maka 

keutuhan dan juga keharmonisan keluarga menjadi rusak, dan juga 

kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya bisa terjadi, yang 

mengakibatkan ketidakamanan ataupun tindakan ketidakadilan bagi 

mereka yang menghadapinya di dalam keluarga.5 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh pelaku 

tanpa disadari bahwa yang dilakukan ialah kekerasan dalam rumah 

tangga. Pelaku mengetahui bahwa perilakunya ialah KDRT, namun 

pelaku meyakini bahwa pekerjaan urusan ini ialah bagian dari urusan-

urusan rumah tangga. Akibatnya, pelaku kekerasan melihat kekerasan 

 
5Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 
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dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan sebagai sebuah 

masalah yang ranahnya internal pada keluarga bersangkutan saja. 

Di Indonesia, ketentuan ini telah diberlakukan secara hukum 

legal dan juga formil sejak tahun 2004. Misi dan undang-undang ini 

ialah upaya-upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Dengan ketentuan ini, berarti negara bisa mencegah terjadinya KDRT, 

melakukan penindakan terhadap KDRT, dan juga melindungi korban 

KDRT yang sebelumnya tidak mungkin karena dianggap masalah 

internal keluarga. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa tindakan 

kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga 

(penelantaran ekonomi) yang dilakukan di dalam keluarga ialah tindak 

pidana. Perbuatan tersebut bisa terjadi antara suami dan istri, dan 

sebaiknya antara orang tua, ataupun antara orang tua dan anak. 

Sebagai undang-undang yang memerlukan pengaturan khusus, selain 

memuat sanksi pidana, juga mengatur hukum acara, kewajiban negara 

untuk melindungi korban whistleblowing. Ketentuan ini ialah 

terobosan hukum yang penting bagi upaya penegakan hak asasi 

manusia, terutama yang secara logis terlibat dalam tatanan keluarga 

ataupun rumah tangga. 6 

Perlindungan yang sangat diharapkan bagi para korban KDRT 

ini ialah memberikan rasa keadilan kepada korban. KDRT yang 

sebagian besar korbannya ialah perempuan, pada prinsipnya ialah 

pelanggaran hak asasi manusia, sehingga isu tersebut ialah bentuk 

diskriminasi, khususnya terhadap perempuan, dan ialah kejahatan, dan 
 

6Aroma Elmina Martha, Op., Cit, 2005. hlm. 26. 
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korban memerlukan perlindungan dari aparat pemerintah dan 

masyarakat. suatu masalah, terutama dalam KUHP dimana 

masyarakat hanya bisa menuntut berdasar pada adanya pengaduan.  

Masalah pengaduan ialah hal yang sangat sulit dilakukan oleh 

korban, karena jika aib dalam keluarga diketahui masyarakat, maka 

akan timbul rasa malu dengan melaporkan tindak pidana kekerasan 

terhadap dirinya. Di sisi lain, aparat penegak hukum tidak bisa 

menangani kasus kejahatan kekerasan jika korban tidak mengadu. 

Penegakan pidana dalam hal ini perlindungan terhadap korban tidak 

bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam hal pemberian 

sanksi kepada pelaku.  

Perlindungan korban memerlukan kajian yang lebih mendalam 

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

kekerasan terhadap perempuan korban dan tanggapan aparat penegak 

hukum dalam menegakkan hukum untuk melindungi perempuan 

korban kekerasan dalam rumah tangga.  

Data dari lembanga perberdayaan perempuan di Kabupaten 

Sumba Barat menunjukkan peningkatan tajam kasus kekerasan 

terhadap perempuan dalam keluarga, seperti penganiayaan, pelecehan 

hingga kematian dan pembunuhan. Banyaknya kasus yang menjadi 

dasar pertimbangan perlunya perlindungan dari kekerasan terhadap 

perempuan. Data yang diberikan Komnas Perempuan, seperti 

pemukulan, penyiksaan fisik yang terus berlanjut, hingga kekerasan 

fisik, membuat korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari 
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seperti halnya yang pernah terjadi pada salah seorang korban, yakni 

ibu Peda Kapeta. Angka kekerasan terhadap perempuan di 

Waikabubak Sumba Barat terbilang banyak, terhitung Tahun 2011 

sampai Tahun 2013 terdapat 149 kasus kekerasan dalam rumah 

tangga.7 

Seperti bisa dilihat dari uraian di atas, pemerintah telah 

menetapkan beberapa aturan untuk melindungi perempuan korban 

KDRT, namun hal ini sering kali dibarengi dengan meningkatnya 

KDRT terhadap perempuan. Dengan latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah 

Waikabubak Sumba Barat dalam suatu skripsi usulan penelitian 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres 

Waikabubak Sumba Barat” 

B. Rumusan Masalah 

 Didalam penjelesan diatas yang dikemukakan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap 

perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di 

Waikabubak Kabupaten Sumba Barat? 

2. Apa saja kendala-kendala penegak hukum terkait prlindungan 

korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga? 

 
7Tribun Timur. Sesala. 11/2020-2021, hlm. 11. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a) Tujuan penelitian 

1. Memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi 

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Mengidentifikasi hambatan penegakan hukum dan 

pelaksanaan perlindungan bagi korban kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap perempuan. 

b) Manfaat penelitian. 

1. teoritis 

Hasil pengkajian ini diharapkan bisa memberikan 

pertimbangan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya upaya penanganan korban kekerasan dalam 

rumah tangga. Selain itu, pengkajian ini bisa menjadi bahan 

untuk pengkajian selanjutnya. 

2. Praktis  

Manfaat praktis sebagai penerapan dari apa yang 

dipelajari dan hasil yang diharapkan bermanfaat bagi 

pengembang ilmu hukum, institusi, pemerintah, praktisi, 

mahasiswa, dan masyarakat yang peduli terhadap 

penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (Studi 

Di Polres Waikabubak Sumba Barat) 

c) Manfaat Secara Akademis 

Hasil pengkajian ini diharapkan bisa memberikan 

wawasan dan pengetahuan tentang perilaku kriminal dan 
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diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan 

pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.     Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum disebut legal protection dalam 

bahasa Inggris dan rchtsbechrming dalam bahasa Belanda. 

Harjono mengatakan bahwa perlindungan hukum bisa dipahami 

sebagai "perlindungan yang diberikan oleh suara hukum", 

ataupun hukum yang diberikan untuk beberapa bentuk 

perlindungan tertentu Melindungi. kepentingan, yakni 

kepentingan yang dilindungi undang-undang, menjadi 

kepentingan yang perlu dilindungi oleh hak hukum. Jadi bisa 

dikatakan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan yang 

diberikan menurut pada ketetapa-ketetapan sah hukum yang 

berlaku pada ranah dan lingkungan hukum itu sendiri.8 

Hukum melindungi kepentingan orang yang memberinya 

kekuasaan untuk mewujudkan kepentingannya. Surat Kuasa, 

ataupun yang biasa disebut dengan pemberian hak penuh, 

bersifat terukur dan mendalam yang terpaut padanya9. 

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ia menunjukkan 

adanya perlindungan hukum dalam masyarakat untuk 

 
8Harjono, Konsitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008. hlm. 357. 
9Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 53. 
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mengintegrasikan dan mendamaikan kepentingan yang 

berpotensi bertentangan.10 

Menurut uraiannya terhadap masalah ini, satjipto 

menggambarkan bahwasanya perlindungan hukum ialah sautu 

bentuk perlindungan atas Hak Asasi Manusia yang dilanggar 

oleh orang lain dimana ia luput dari perlindungan masyarakat. 

Perlindungan hukum disini memungkinkan setiap orang untuk 

menikmati hak yang diberikan oleh hukum dan para penegak 

hukum. Selain itu, Hukum dalam hal ini juga bisa dimanfaatkan 

untuk mencapai tujuan perlindungan yang tidak hanya bersifat 

adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan 

antisipatif. Rakyat, baik secara pribadi atau kelompok yang 

lemah membutuhkan hukum untuk mempertahankan hak-hak 

mereka yang mana secara sosial, ekonomi dan politik belum 

kuat. Kelompok-kelompok dimaksud membutuhkan hukum 

untuk mencapai keadilan sebagai alat untuk mepertahankan hak-

hak mereka dalam tatanan sosial dan keberadaanya dalam 

kehidupan pribadi dan lingkungan keluarga. 

Di sini terkait dengan perlindungan hukum, khususnya 

dalam undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 bagi setiap warga negara 

Indonesia, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh lembaga 

legislatif harus bisa diakses oleh semua orang yang harus bisa 

memperoleh hukum. Hak Memberikan perlindungan aspirasi 
 

10Ibid. hlm. 35. 
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dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat karena hal ini 

tidak terlepas dari ketentuan tentang persamaan hak hukum dan 

kewarganegaraan. 

Perlindungan oleh hukum yang dimaksudkan disini dapat 

juga kita artikan sebagai sebuah tindakan perlindungan setiap 

warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, membantu 

terciptanya ketertiban dan ketentraman agar masyarakat bisa 

menikmati hak-haknya..11 

2. Bentuk Perlindungan Hukum korban Kekerasan Dalam 

rumah Tangga. 

Pasal 10 dan 40 UU Penghapusan KDRT mengatur bahwa 

korban KDRT harus mendapatkan perlindungan hukum yakni: 

a) Sementara ataupun atas perintah perlindungan dari 

anggota keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, advokat, 

lembaga sosial, ataupun pihak lain. 

b) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 

media. 

c) Prosedur khusus yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari korban. 

d) Bantuan pekerja sosial, serta bantuan hukum, diberikan 

di semua tingkat proses pemeriksaan, sebagaimana 

diwajibkan oleh undang-undang. 

 
11Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas 11 Maret, Surakarta 2007. hlm. 3. 
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e) Pelayanan bimbingan rohani. 

f) Petugas kesehatan harus memeriksa korban dengan 

standar profesional. 

g) Dalam hal pengobatan diperlukan, tenaga kesehatan 

wajib memulihkan dan memulihkan kesehatan korban.12 

Selain perlindungan yang harus didapatkan bagi 

korban KDRT, pemerintah juga berkewajiban memberikan 

perlindungan berupa perlindungan berdasarkan Pasal 13 

UU Penghapusan KDRT yang berbunyi yakni: 

“Untuk memberikan pelayanan kepada korban, pemerintah 

dan pemerintah masyarakat di semua tingkatan bisa 

melakukan upaya sesuai tanggung jawab masing-masing: 

menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor polisi; b. 

Menyediakan peralatan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, 

dan pembimbing rohani;C. Mengembangkan dan 

mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama dalam 

proyek-proyek layanan, termasuk perlindungan rekan 

korban, sanksi, keluarga dan teman.”13 

Dari perspektif perlindungan hukum yang telah kami 

paparkan pada pembahasan yang telah lalu, khususnya 

terkait perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah 

tangga tersebut di atas, tidak hanya istri sebagai korban 

akan mendapatkannya, tetapi suami sebagai korban juga 

 
12Ibid, Pasal 10 dan Pasal 40. 
13Ibid, Pasal 13. 
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diberikan perlindungan hukum yang sama seperti yang 

diberikan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

B.     Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  

1. Pengertian tentang Tindak Pidana 

Suatu kejahatan dalam hukum pidana disebut 

strafbaarfeit, dan dalam hukum pidana disebut juga kejahatan. 

Strafbaarfeit terdiri dari tiga suku kata yakni straf, baar dan 

juga feit. Straf berarti kriminal dalam hukum. Kata baar berarti 

bisa dan bisa. Dan feit sendiri berarti perbuatan, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan. Kejahatan ialah pengertian dasar 

yurisprudensi, istilah untuk pembentukan kesadaran ketika ciri-

ciri tertentu dibebankan pada peristiwa hukum yang berkaitan 

dengan kejahatan. 

Hukum pidana Belanda tidak hanya memanfaatkan kata 

strafbaarfeit, tetapi juga kadang-kadang kejahatan berasal dari 

kata crime. Secara umum, pakar hukum pidana menyetujui 

penggunaan strafbaarfeit. Simons mencoba mendefinisikan 

strafbaarfeit sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas 

tindakannya sendiri yang melanggar hukum, sengaja ataupun 

tidak.14 

Pemasukan istilah strafbaarfeit oleh para ahli hukum telah 

melahirkan rumusan yakni:: 

 
14Leiden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum , Grafika, 

jakarta, 1991.  hlm. 4. 



15 
 

 

a.  Peristiwa pidana 

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa dalam 

peraturan perundang-undangan formil Indonesia, istilah 

“perbuatan pidana” secara resmi dimanfaatkan dalam 

UUD Sementara 1950, yakni dalam Pasal 14 ayat 1, 

pengertian substantif dari istilah “peristiwa pidana” lebih 

mengacu pada fenomena manusia dan alam.15 

b.  Perbuatan pidana  

Moeljatno menerjemahkan kata strafbaarfeit sebagai 

kata tindak pidana, yang menurut Belau ialah “perbuatan 

pidana” dalam arti perbuatan manusia yang menimbulkan 

akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang, yang 

pelakunya bisa dikenakan sanksi.16 

c.  Tindak pidana 

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Departemen Kehakiman, dan istilah kriminalitas mengacu 

pada tindakan fisik seseorang. Hal-hal ini juga tidak boleh 

dilakukan seorang pria, tetapi tidak untuknya, dia 

melakukan kejahatan, kata itu sering dimanfaatkan untuk 

korupsi, narkoba, dan pornografi.17 

2. Unsur-unsur tindak pidana 

Unsur-unsur kejahatan dibedakan menjadi unsur objektif 

dan unsur subjektif, yakni: 

 
15Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2004. hlm. 46. 
16Ibid, hlm, 47. 
17Ibid. hlm. 22. 
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1)  Elemen target objektiva ialah elemen yang bisa berada di 

luar aktor, dan bisa berupa:: 

a. Tindakan, baik dalam arti melakukan ataupun tidak 

melakukan. 

b. Akibat-akibat yang ialah syarat mutlak bagi kejahatan-

kejahatan besar 

c. Kondisi ataupun masalah tertentu dilarang dan 

diancam oleh hukum. 

2)  Unsur subjektif ialah unsur yang dikandung oleh aktor, 

yang bisa berupa: 

a. hal-hal yang pelakunya bisa dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatannya 

b. Kesalahan ataupun rencana berkaitan dengan 

kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukan seseorang, seseorang bisa bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukannya: 

1) Memahami nilai tindakannya, juga karena ia juga 

memahami akibat dari tindakannya. 

2) Temukan keinginan untuk bertindak. 

3) Mewaspadai perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang, juga tidak dilarang.18 

 

 

 
18P.A.F Lamintang dan Djisman samosir, Delik-delik khusus kejahatan yang  

ditunjukan Terhap Hak Milik, Tarsito, Bandung, hlm. 25 dalam Tongat, 2002, Hukum 

Pidana Materiil, UUM Press, Malang, 1981. hlm. 4. 
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3. Jenis-jenis tindak pidana 

Secara garis besar, tindak pidana bisa dibagi menjadi 

beberapa bagian, yakni: 

1) Tindak pidana secara kualitatif bisa dibedakan dari 

kejahatan dan pelanggaran. 

2) Tindak pidana bisa dibedakan antara tindak pidana 

formil dan tindak pidana materil 

3) Tindak pidana bisa dibedakan menjadi atsa 

comissionis, tindak pidana comisionis omosionis 

peromisionis commissa. 

4) Tindak pidana bisa dibedakan dari tindak pidana 

kesegajaan dan pembiaran sebagai tindak pidana 

5) Kejahatan bisa dibagi menjadi kejahatan tunggal dan 

kejahatan ganda. 

6) Tindak pidana bisa dibedakan dengan tindak pidana 

yang sedang berlangsung dan tindak pidana yang 

belum terjadi. 

7) Tindak pidana bisa dibedakan dari tuduhan yang bukan 

termasuk tindak pidana. 

8) Tindak pidana bisa dibedakan dengan delik biasa dan 

delik yang memenuhi syarat.19 

 

 

 
19Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif 

pembaharuan,Surabaya, 2001.  hlm. 118, 119, 120, 121, 123. 
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4. Subjektif Tindak pidana 

Subyek kejahatan disini berkaitan dengan siapa pelakunya 

dan apa yang bisa dilakukan oleh pelakunya, oleh karena itu 

pelaku kejahatan ini bisa ditentukan dari aspek-aspek yakni:: 

1) Rumusan pidana dalam hukum pidana dikenakan 

kepada seseorang ataupun orang-orang dari kata 

“siapa” menghormati kata “siapa”. 

2) Ditinjau dari pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, 

menurut ketentuan Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 

pidana pokok dan pidana tambahan, yakni: 

a.  Pidana pokok 

1. Pidana mati 

2. Pidana penjara 

3. Denda 

4. Pidana tutupan 

b.  Pidana tamabahan20 

1. Penarikan hak-hak tertentu 

2. Penyitaan barang-barang tertentu 

3. Syarat-syarat untuk melakukan kejahatan hanya 

jika pelaku bersalah, menunjukkan bahwa orang 

yang bisa dimintai pertanggungjawaban oleh 

hukum pidana ialah manusia. Karena kesalahan 

berupa kesengajaan dan ketidaksengajaan sama-

 
20Sudarto, Hukum pidana jilit A-B, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Diponegoro, Semarang. hlm. 56. 



19 
 

 

sama ialah sikap yang melekat pada diri 

manusia21 

C.     Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia ialah tindakan 

kekerasan oleh seseorang ataupun kelompok yang bisa 

mengakibatkan luka ataupun kematian orang lain, ataupun 

menderita luka fisik ataupun paksaan.22 

Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan 

yang merugikan seseorang, terutama perempuan, yang 

mengakibatkan penderitaan ataupun penderitaan fisik, seksual, 

psikologis, serta penelantaran keluarga, ancaman perampasan 

kemerdekaan, dan pemaksaan yang melawan hukum dalam 

keluarga.23 

Pasal 2(1) juga mengatur bahwa ruang lingkup keluarga 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi (a) 

suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 

(b) darah, perkawinan, menyusui, yang mengasuh. dan mewakili 

hubungan, dan mereka yang tinggal dalam rumah tangga 

 
21Tongat,Dasa-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan. 

Op.Cit. Sukarta. hlm. 132. 
22Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 

http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan, diakses pada tanggal 27 September 2018 
23Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan
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(menantu, menantu, ipar dan besan); dan ataupun (c) mereka 

yang membantu dan tinggal dalam rumah tangga24 

2. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Pencakupan pada KDRT berdasarkan Pasal 23 Ayat 2 Ayat 1 

dan 2 (1) Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam 

Undang-undang ini meliputi hal-hal yakni: a. suami, istri dan 

anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarag 

dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena 

hubungan darah, perkawinan, persusua, pengasuhan, dan 

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) 

Orang yang bekerja sebagaimana dimakasud pada huruf c 

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama 

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”25 

Dari bunyi Pasal atas dalam Undang-undang penghapusan 

KDRT Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-

bentuknya: 

a)  Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik ialah kekerasan yang bisa menimbulkan 

rasa sakit, sakit ataupun luka berat. Kekerasan, termasuk 

kekerasan fisik, meliputi pemukulan, tamparan, meludah, 

mencambuk, menendang, membalikkan badan, merokok, 

melukai dengan benda tajam, dll. Kekerasan fisik ini 

terkadang dikenal sebagai kekerasan seksual, baik berupa 

 
24Ibid. hlm. 31. 
25Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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alat agresif maupun hubungan seksual yang dipaksakan. 

Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan 

fisik ini menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni: kekerasan 

pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan akibat 

kekerasan fisik, yang bisa berupa kekerasan ringan, 

sedang, berat, ataupun kematian. Adapun pengertian 

kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU KDRT, yakni: 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat”26 

b)  Kekerasan Psikologis 

Kekerasan psikologis ialah perilaku yang membuat 

seseorang merasa takut ataupun terancam, kehilangan 

kepercayaan diri, melumpuhkan, merasa tidak berdaya, 

dan juga menjadikan seseorang sebagai laki-laki. Pasal 7 

UU KDRT memberikan definisi kekerasan fisik, yakni: 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnhya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang.”27 

 

 

 
26Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasa Dalam Rumah Tangga. Semarang. 2002. hlm. 

80-81. 
27Ibid. hlm. 25. 
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c)  Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual memaksa hubungan seksual dengan 

orang-orang di dalam keluarga. Memaksa orang lain untuk 

melakukan hubungan seksual untuk tujuan komersial 

ataupun tertentu. Kekerasan seksual menurut Pasal 8 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. Kekerasan seksual dalam pengertian Pasal 5(c) 

termasuk yakni: 

1. Pemaksaan hubungan seksual dengan seseorang yang 

tinggal di dalam batas-batas rumah tangga 

2. Hubungan seksual yang memaksa antara satu orang 

dengan orang lain dalam rumah tangga untuk tujuan 

komersial dan untuk tujuan tertentu.28 

d)  Kekerasan Ekonomi dan Pelantaraan 

Kekerasan ekonomi ialah siapa saja yang 

mengabaikan pengampunan fisik dan mental serta 

perawatan dan pengobatan yang layak dalam keluarga 

mereka. Pengabaian keluarga dalam pasal 9 UU KDRT 

ialah: 

1.  Menurut undang-undang yang berlaku padanya 

ataupun dengan persetujuan ataupun persetujuan, 

setiap orang tidak boleh meninggalkan seseorang 

dalam keluarga dan dia berkewajiban untuk 

 
28Ibid. hlm. 2. 
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memberikan kehidupan, perawatan dan perawatan 

untuk orang itu. 

2. Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berlaku juga bagi setiap orang yang menimbulkan 

ketergantungan finansial dengan membatasi dan 

melarang pekerjaan biasa di dalam dan di luar rumah 

sehingga korban berada di bawah penguasaan orang 

tersebut.29 

Pengabaian terhadap keluarga ini erat 

kaitannya dengan ekonomi, baik berupa tindakan 

untuk membayar biaya yang dikeluarkan pelaku 

demi kelangsungan hidup korban, maupun 

memberlakukan pembatasan ataupun larangan yang 

mengarah pada ketergantungan ekonomi, misalnya 

suami melarang. istrinya dari bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dan tidak 

memberikan uang untuk berbelanja. 

D.     Tinjauan Umum tentang Korban 

Dalam terjadinya tindak pidana di masyarakat, baik korban 

tindak pidana maupun pelaku tindak pidana ada. Tentu saja, ketika 

kejahatan terjadi, korban kejahatanlah yang paling dirugikan. Korban 

memiliki beberapa arti, dan pemahaman ini diambil dari beberapa 

interpretasi tentang istilah korban, seperti dijabarkan dibawah ini: 

 
29Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 



24 
 

 

a. Menurut pendapat dan pandangan dari Arif Gosita, korban ialah 

mereka yang menderita tekanan fisik dan mental akibat tindakan 

orang lain yang berusaha mencapai kepentingannya sendiri 

ataupun tindakan orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan hak asasi manusia yang dikompromikan.30 

b. Di dalam teorinya, Romli Atmasasmita menyatakan bahwasanya 

korbanlah yang dirugikan dan negara mengabaikan rasa sakit 

ini. Dan para korban mencoba untuk menuntut dan menghukum 

para pelaku.31 

Dengan bertolak dan mengacu pada beebrapa pengertian 

korban yang telah peneliti sebutkan sebelumnya pada 

pembahasan di atas, bisa diketahui bahwa korban pada dasarnya 

bukan hanya seorang individu ataupun sekelompok orang yang 

secara langsung menderita akibat kerugian ataupun penderitaan 

terhadap dirinya sendiri ataupun kelompoknya, lebih luas lagi 

mencakup anggota keluarga dekat ataupun anggota keluarga 

mereka, keluarga dekat korban, dan mereka yang menderita 

kerugian selama menjadi korban melalui rasa sakit ataupun 

mencegah terjadinya tindakan viktimisasi. 

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, korban didefinisikan sebagai: 

a.  Sesuai dengan Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014, yang ialah perubahan atas Undang-Undang 

 
30Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademikm Pressindo, Jakarta, 1993, 

hlm 63. 
31Romli Atmasasmita, Masalah santunan korban kejahatan, BPHN, Jakarta. hlm. 9. 
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Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Sanksi dan 

Korban. Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Korban ialah orang 

yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi 

akibat tindak pidana.”32 

b.  Menurut sesuai dengan yang disebut pada Pasal 1(3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. 

Pasal 1 ayat 3 menyatakan: “Korban ialah orang yang 

mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam 

keluarga”.”33 

c.  Sesuai dengan Pasal 1(5) Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Pasal 1(5) mendefinisikan korban yakni: “Korban ialah 

seseorang ataupun sekelompok orang yang menderita 

penderitaan fisik, mental ataupun emosional, kerugian 

ekonomi, ataupun yang menderita penelantaran, 

pengurangan ataupun perampasan hak-hak dasar mereka 

secara langsung.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. tentang Perlindungan Sanksi dan 

Korban. 
33Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 
34Pasal 1 Undang-Undang Nomor  27 Tahun 2004. tentang Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.     Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang kami manfaatkan dan terapkan pada 

penelitian kami ini ialah sebuah bentuk penelitian hukum normatif dan 

termasuk empiris. Kajian hukum normatif ialah pengkajian hukum 

yang memandangnya sebagai sistem pembentuk norma. Kajian 

empiris ialah kajian tentang penerapan hukum yang ada di 

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi 

pidana terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.35 

B.      Metode Pendekatan 

Metode yang dimanfaatkan dalam penulisan pengkajian ini 

ialah: 

1. Pendekatan Perundang-Undanga (Statute Approach) 

yakni sebuah pendekatan yang prosesnya dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait 

yang bersumber dari dokumen, buku dan sumber resmi yang 

relevan dengan pengkajian ini. 

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini didasarkan pada sudut pandang yang 

berwawasan, sebuah doktrin yang dikembangkan dalam 

yurisprudensi. Pendekatan ini penting karena memahami 

perspektif ilmu hukum yang berkembang terkait dengan 

 
35Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Perdana, Jakarta, 2010, 

hlm. 35. 
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penggunaan objek pengkajian bisa dimanfaatkan sebagai dasar 

pemikiran untuk menciptakan argumen hukum ketika menyikapi 

informasi hukum yang ada. 

bilaman Pendekatan ini dipakai dan diaplikasikan, maka ia 

termasuk kedalam sebuah metode yang didasarkan pada 

menganalisis jenis-jenis hukum yang relevan dengan muatan 

internal yang dihadapi oleh putusan-putusan penegak hukum. 

Hal ini sebagai upaya yang terkandung dalam pasal-pasal yang 

akan diteliti ataupun sebagai upaya pengujian hukum secara 

teori dan praktek.36 

3. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) 

Dilakukan secara berbarengan, baik dari situasi aktual di 

lapangan yang relevan dengan kasus yang diteliti dan dari sudut 

pandang penerapan hukum. 

C.      Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data 

Dalam sebuah pengkajian, sumber data penilaian tentu saja 

diperlukan ketika hasil penilaian didapatkan.37 

Berdasarkan sumbernya, pengumpulan data bisa memanfaatkan 

2 (dua) sumber data, yakni: 

1. Sumber primer ialah sumber data yang memberikan informasi 

langsung untuk pengumpulan data. 

 
36Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh UIN Suska 

Riau, Pekanbaru. 2015, hlm. 41. 
37Galih Lukmaksono, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kehidupan Sebuah 

Keluarga Di desa Juanalan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,diakses tanggal 11 April 

2013. 
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2. Sumber sekunder ialah sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data, misalnya 

melalui dokumen, orang lain, dan juga bisa berfungsi sebagai 

sumber data.38 

D.     Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data 

Teknik memperoleh dan pengumpulan data ialah metode yang 

dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi ataupun fakta lapangan. 

Teknik pengumpulan data ialah hal yang paling strategis dalam 

penilaian karena tujuan utama pengkajian ialah untuk memperoleh 

data. Pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam pengkajian ini 

ialah: 

1. Wawancara  

Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data berupa 

pertemuan dua orang ataupun lebih secara langsung untuk 

bertukar informasi dan secara lisan bertanya dan menjawab 

gagasan sehingga bisa ditetapkan makna pada suatu topik 

tertentu. Wawancara dalam sebuah pengkajian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi tentang kehidupan manusia 

dalam masyarakat dan kepercayaan itu sendiri ialah bantuan 

utama untuk metode observasional.39 Mengetahui wawancara 

ini, responden ialah istri yang pernah dianiaya oleh suaminya, 

dan ada juga suami yang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga kepada istrinya. 

 
38Ibid. hlm. 208. 
39Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah 

Ragam Variam Kontemporer, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.100. 



29 
 

 

Dalam pendekatan ini, penulis memanfaatkan tipe 

wawancara tidak terstruktur. Artinya, responden memiliki 

kebebasan dan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, 

pendapat, dan perasaannya, tanpa diatur secara ketat oleh 

redaktur. Wawancara juga dilakukan dengan santai. 

2. Observasi 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada subjek 

pengkajian. Jika orang yang kita amati terlibat dalam kehidupan 

orang ataupun orang yang kita amati, maka kondisi pengamatan 

ialah pengamatan. Jika unsur itu tidak ada sama sekali, 

pengamatan kita disebut pengamatan. 

Dimana penyusun mengamati perempuan korban KDRT 

sebagai subjek kekerasan oleh suaminya.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimanfaatkan penyusun ialah metode 

pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumentasi, 

yakni peninggalan tertulis, Polres Waikabubak, arsip berupa 

data umum di Sumba Barat, peraturan perundang-undangan dan 

informasi lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Dokumen ialah catatan peristiwa yang telah berlalu.40 

E.     Analisis Data  

Setelah pengumpulan data kompilasi selesai, langkah 

selanjutnya dalam mempersiapkan desain studi kualitatif ialah 
 

40Ibid; hlm. 226. 
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mengidentifikasi dan menemukan analisis data. Analisis data dalam 

penilaian kualitatif lebih ialah proses. 

Analisis data ialah proses pengorganisasian dan 

pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar 

sehingga bisa ditemukan tema dan hipotesis kerja bisa dirumuskan 

berdasarkan persepsi data.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), hlm. 103. 


